PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 14 TAHUN 1962 (14/1962)
TENTANG
SUVBANGAN WAJI B | STI MEWA ATAS KENDARAAN BERMOTCR YANG DI | MPCR
KE DALAM DAERAH PABEAN | NDONESI A

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang :

bahwa untuk nengatasi kebutuhan keuangan Negara ber hubung
dengan nenuncaknya penbebasan Irian Barat dan nengingat keadaan
keuangan Negara dewasa ini, Penerintah berpendapat, bahwa sudah
sel ayaknya jika gol ongan-gol ongan yang nmem |l i ki kendaraan ber not or
menberi kan pengorbanan istinmewa kepada Peneri nt ah;

bahwa untuk nenberikan bentuk pada pengorbanan tersebut,
Penmerintah nmemandang perlu nmenetapkan suatu Sunbangan Wjib
I stimewa bagi gol ongan-gol ongan di maksud,;

bahwa karena keadaan yang nendesak sunbangan ini perlu segera
di adakan dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Menmut uskan

Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penungutan
Sunbangan Wajib |Istinewa atas kendaraan bernotor yang diinpor
kedal am daer ah pabean | ndonesi a.

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan dal am
per at uran pel aksanaan yang di dasarkan padanya di maksudkan dengan:
a. kendaraan bernotor : alat-alat kendaraan beroda dua atau |ebih
yang nmenpunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan
diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya |engkap, bai k dal am
keadaan ckd (conmpletely knocked down) naupun dalam keadaan skd
(sem knocked down);

b. daerah pabean : bagian-bagian dari Republik |ndonesia yang
mer upakan wi | ayah di mana di pungut bea masuk dan bea kel uar;
C. i mpor : pemasukan untuk di pakai kedal am daerah pabean
Pasal 2

(1) Atas kendaraan bernotor yang diinpor dari |uar daerah pabean

di pungut "Sunbangan Wajib |stinmewa" sebanyak :

a. 25%ari harga entrepot, jika nengenai kendaraan bernotor
yang beroda dua atau tiga dan kendaraan bernotor truck
dan bus untuk 14 orang atau l|lebih dan nobil penarik,
nont age, tangki, penyiram penyapu, kotoran dan faecali.

b. 100%ar i harga entrepot, ji ka mengenai kendar aan
ber not or | ai nnya.



(2) Senua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea
I ndonesi a (Lenbaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagai mana
tel ah diubah dan ditanbah nengenai penungutan, pengenbalian
dan penbebasan bea masuk berlaku terhadap Sunbangan Wjib
I stimewa yang di maksud dal am ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Sunbangan Wajib |Istinewa atas kendaraan bernotor yang diinpor
terhutang oleh orang atau badan yang nenginpor Kkendaraan
ber sangkut an.

Pasal 4

(1) Dari penungut an Sunbangan W4jib Istinmewa itu di kecualikan :

a. kendaraan anbul ance, - orang sakit, - jenazah dan - penadam
kebakaran, traktor-traktor dan forklift;

b. kendaraan bernotor yang diinpor untuk keperluan Penerintah
Pusat / Daer ah;

c. kendaraan bernotor yang atas dasar hubungan internasional
menghendaki dem ki an.

(2) Penyecual i an yang di maksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal in
tidak berlaku apabila kendaran bernotor bersangkutan dalam
jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal penginporannya
di serahkan dal am hak mlik kepada pi hak yang tidak termasuk b
dan c¢ tersebut pada ayat (1) diatas. Dalam hal dem kian
Sunbangan Wajib Istinmewa dibayar segera ol eh pihak penerinma
kendar aan ber not or ber sangkut an.

Pasal 5

Menteri Urusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan nenetapkan
peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang ini guna nenjam n dibayarnya
Sunbangan Wajib Istinewa ini kepada Negar a.

Pasal 6

(1) Pel anggaran dari ket ent uan- ket entuan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaan yang
di dasarkan atas Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini di kenakan hukuman admnistratip berupa denda setinggi-
tinggi nya seratus ribu rupi ah.

(2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran itu
t er masuk bungkusannya disita dengan tidak nengi ndahkan apakah
bar ang- barang i ni kepunyaan terhukum atau ti dak.

Pasal 7

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
tanggal 1 Septenber 1962.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.



Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962

Sekretaris Negar a,

ttd.
MOCH. | CHSAN
PENJELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No. 14 TAHUN 1962
t ent ang

PEMUNGUTAN " SUVBANGAN WAJI B | STI MEWA" ATAS
KENDARAAN YANG DI | MPOR KEDALAM
DAERAH PABEAN

1. Pada pemasukan untuk dipakai dari kendaraan bernotor kedal am
daerah pabean tidak |agi di kenakan paj ak masuk. Juga terdapat
pengecual i an dari bea bal i k nama kendaraan bernotor itu.

Ber hubung dengan keuangan Negara dewasa ini, Penerintah nemandang
perl u nengadakan penungutan "Sunbangan Wajib |stinmewa" atas
senua kendar aan bernotor yang di masukkan untuk di pakai kedal am
daer ah pabean. Pengecual i an di beri kan untuk beberapa kendar aan
ber not or saja yang ditentukan dal am peraturan ini.

Ber hubung penungut an dil akukan pada waktu pemasukan kedal am daer ah
pabean, maka pel aksanaannya di serahkan kepada Jawatan Bea dan
Cukai, yang untuk itu nenggunakan Peraturan tentang Bea masuk
sebagai pedoman, msalnya tentang penetapan nilai entrepot
dari kendaraan bernmotor, tentang cara penungutan jumn ah yang
t er hutang dan | ain sebagai nya.

2. PASAL DEM PASAL

Cukup j el as.
Ter masuk Lenbar an- Negara tahun 1962 No. 52.

D ket ahui
Sekretaris Negar a,
MOHD. | CHSAN.
CATATAN
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